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 Soal Pilihan Ganda Akuntansi Sektor Publik
1. Mengapa pengukuran kinerja dalam anggaran berbasis kinerja seringkali sulit diterapkan secara efektif di sektor publik?
a. Karena indikator kinerja tidak harus relevan dengan tujuan organisasi
b. Karena sulit mengukur hasil yang bersifat kuantitatif dan kualitatif secara objektif
c. Karena anggaran harus selalu lebih besar dari tahun sebelumnya
d. Karena pemerintah tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan dana
e. Karena tidak ada teknologi yang mendukung pencatatan kinerja

2. Apa peran legislatif dalam pengelolaan anggaran sektor publik yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas?
a. Menetapkan seluruh anggaran tanpa konsultasi publik
b. Melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran pemerintah
c. Membatalkan anggaran yang sudah ditentukan secara sepihak
d. Mengelola dana publik secara langsung tanpa pengawasan
e. Mengurangi jumlah program pembangunan setiap tahun

3. Analisis Perbandingan Antara Metode Biaya Historis dan Metode Nilai Wajar dalam Akuntansi Sektor Publik. Pilih salah satu metode berikut sebagai alasan utama menggunakan metode nilainya wajar (Fair Value) daripada metode biaya historis dalam akuntansi sektor publik?
a. Untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan kepada stakeholders.
b. Untuk meningkatkan transparansi dan komparabilitas laporan keuangan.
c. Untuk menghindari kerugian karena inflasi.
d. Untuk mengoptimalkan alokasi dana melalui portofolio diversifikasi.
e. Untuk menyesuaikan nilai aktiva dan pasiva dengan kondisi pasar saat ini.

4. Sebuah pemerintah daerah menghadapi inflasi tinggi yang tidak terduga selama periode anggaran berjalan. Bagaimana sebaiknya anggaran multi-tahun (multiyears) merespons kondisi tersebut?
a. Melanjutkan anggaran seperti rencana awal tanpa perubahan
b. Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini
c. Mengabaikan inflasi agar anggaran tetap stabil
d. Mengurangi seluruh anggaran investasi tanpa analisis

e. Memperpanjang masa anggaran lebih dari periode semestinya

5. Dalam mengatasi masalah tumpang tindih program antarunit kerja dalam penganggaran berbasis program, strategi manakah yang paling tepat dilakukan?
a. Menetapkan prioritas kegiatan berdasarkan analisis dampak dan efisiensi
b. Mengurangi jumlah program tanpa analisis
c. Membiarkan semua unit kerja mengajukan program tanpa koordinasi
d. Menghapus anggaran berbasis program
e. Menyerahkan sepenuhnya pada keputusan legislatif

6. Apa dampak negatif yang muncul jika anggaran sektor publik hanya mengutamakan pencapaian serapan anggaran tanpa mempertimbangkan hasil nyata atau outcome?
a. Pemerintah mengalami surplus anggaran
b. Pengeluaran menjadi lebih hemat dan efisien
c. Partisipasi masyarakat meningkat signifikan
d. Kualitas layanan publik menurun dan masyarakat dirugikan
e. Akuntabilitas publik menjadi lebih tinggi

7. Manakah pendekatan penganggaran yang paling efektif untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang optimal dalam jangka panjang?
a. Anggaran Tradisional
b. Anggaran Zero-Based
c. Anggaran Berbasis Kinerja
d. Anggaran Partisipatif
e. Anggaran Surplus

8. Dalam penerapan Planning Programming Budgeting System (PPBS), data dan analisis yang kurang akurat dapat menyebabkan:
a. Perencanaan kebutuhan dana menjadi lebih tepat sasaran
b. Program pemerintah menjadi lebih inovatif dan adaptif
c. Keputusan alokasi anggaran yang tidak rasional dan tidak efektif
d. Pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan efisien
e. Peningkatan transparansi penggunaan anggaran

9. Bagaimana metode evaluasi penggunaan anggaran dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik?
a. Mengabaikan laporan penggunaan dana
b. Melibatkan audit eksternal dan pelaporan publik berkala
c. Membatasi akses informasi hanya bagi pejabat tertentu
d. Mengurangi pengawasan masyarakat
e. Menunda penyampaian laporan keuangan
10. Bagaimana konsep governance dalam sektor publik dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan?
a. Dengan menerapkan aturan yang ketat tanpa melibatkan masyarakat
b. Dengan membatasi akses informasi hanya pada pejabat tinggi
c. Menyerahkan seluruh pengaduan masyarakat pada instansi swasta
d. Mengurangi mekanisme pengawasan dan audit internal
e. [bookmark: _GoBack]Melalui transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas yang kuat

